
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.643, 2020 KEMHAN. Perizinan. Pengawasan. Pengendalian. 

Senjata Api Standar Militer. Luar Lingkungan. 
Kementerian Pertahanan. TNI. Pedoman. 

Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 7 

TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perizinan senjata api standar 

militer dan amunisinya sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 

tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia tertata sesuai dengan prosedur, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan menghindari 

penyalahgunaan, diperlukan pengaturan mengenai 

perizinan penggunaan senjata api standar militer dan 

amunisinya di luar lingkungan Kementerian Pertahanan 

dan Tentara Nasional Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang 
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Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian 

Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

  

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 

Mengubah “Ordonaantietijdelijke Bijzondere 

Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor.17) dan Undang-

Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 

Nomor 78); 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang 

Diberikan Menurut Perundang-Undangan mengenai 

Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1994); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan 

Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada 

Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2124); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4169); 

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4439); 
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8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 

Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5343); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang 

Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat 

Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5596); 

11.  Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); 

12.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan 

Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak 

Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 84);  

13.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 

tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 338); 

14.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 314); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 07 

TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR 

MILITER DAN AMUNISINYA DI LUAR LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL 

INDONESIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di 

Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara  

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 338) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya 

terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk 

melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah 

sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil 

ledakan amunisi. 

2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan 

bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun 

ledakan. 

3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang 

digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan 

kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke 

atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full 

otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta 

yang digunakan dan/atau yang telah menjadi 

senjata organik Tentara Nasional Indonesia. 
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4. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api 

yang digunakan oleh Non Militer untuk 

melumpuhkan maksimal kaliber atau ukuran laras 

9 mm dengan proyektil lunak (soft projectile) dengan 

sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah 

dimodifikasi serta yang tidak digunakan dan/atau 

yang bukan menjadi senjata organik Tentara 

Nasional Indonesia. 

5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut 

Kemhan adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertahanan. 

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya  

disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI 

Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 

7. Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI yang 

selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah 

instansi pemerintah di luar Kemhan dan TNI yang 

karena tugas pokok dan fungsinya diberikan izin 

penggunaan senjata api standar militer dan 

amunisinya. 

8. Instansi Non Pemerintah adalah lembaga 

masyarakat, organisasi, kesatuan hukum dan 

badan-badan hukum nasional Indonesia. 

9. Badan Hukum Indonesia tertentu adalah Badan-

Badan Hukum Indonesia yang berdasarkan 

perundang-undangan diberikan kewenangan 

menggunakan senjata api standar militer dan 

amunisinya. 

10. Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum 

yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), 

Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha 

ekspor, impor senjata api standar militer dan 

amunisinya. 

11. Perorangan adalah orang perseorangan warga 

Negara Indonesia atau pejabat negara tertentu. 
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12. Kapal Laut Indonesia adalah kapal-kapal milik 

pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang 

yang masih berada dalam keadaan laik berlayar. 

13. Pesawat Udara adalah pesawat udara Indonesia yang 

bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda 

pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan 

Indonesia serta memenuhi standar kelaikudaraan, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

14. Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang 

dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pengamanan pada proyek 

Pemerintah yang dinyatakan vital. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

16. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima 

adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 

 

2. Ketentuan ayat 1 diubah, antara ayat (1) dan ayat (2) 

Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga 

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 7 

(1) Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, 

produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, 

pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, 

penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api 

standar militer dan amunisinya diperlukan izin yang 

ditandatangani Menteri. 

(1a) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

prosesnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Jenderal 

Kekuatan Pertahanan Kemhan.  

(2) Senjata api standar militer dan amunisinya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan 

TNI, Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu, 
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perorangan, kapal laut Indonesia dan pesawat udara 

Indonesia.  

(3) Menteri berwenang menerbitkan atau tidak 

menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk 

ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, 

pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, 

pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, 

peminjaman, pemusnahan senjata api standar 

militer dan amunisinya. 

(4)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu 

sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : 

a.  instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; 

b.  badan hukum nasional Indonesia tertentu; 

c. perorangan; 

d.  kapal laut Indonesia; dan 

e.  pesawat udara Indonesia. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan huruf m sehingga Pasal 

8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu : 

a.  Kementerian Dalam Negeri; 

b.  Kementerian Hukum dan Ham; 

c.  Kementerian Keuangan; 

d.  Kementerian Perindustrian; 

e.  Kementerian Perdagangan; 

f.  Kementerian Kehutanan; 

g.  Kementerian Perhubungan; 

h.  Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

i.  Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

j.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

k.  Kejaksaan Agung;  

l.  Badan Intelijen Negara; dan 

m.  Badan Keamanan Laut. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Juni 2020 

 

MENTERI PERTAHANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

  

PRABOWO SUBIANTO 

     

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Juni 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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